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SPPG Dihentikan

Sementara
® Buntut Dugaan KeracunarMBG di SMA 1

“YOGYA, TRIBUN - Badan
Gizi Nasional (BGN), Dinas Ke-
sehatan DIY, Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta serta instansi

terkait masih melakukan pene-

lusuran sumber dugaan kera-
cunan di SMA 1 Yogyakarta.
Karegional SPPG DIY, Gagat

Widyatmoko mengatakan,,

sudah dilakukan pengambilan
sampel makanan dan data ke-

sehatan siswa untuk pemerik-
saan laboratorium. Sebagai
langkah cepat tanggap, BGN
telah menginstruksikan peng-
hentian sementara operasional
Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) yang melayani
sekolah terdampak. “Langkah
ini diambil untuk memberi

® ke halaman7
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SPPG Dihentikan

® Sambungan Hal1

ruang evaluasi menyeluruh
terhadap proses pengolahan,
penyimpanan, dan distribusi
makanan guna memastikan
keamanan pangan di ling-
kungan sekolah,” katanya,

Dia n‘lelnn}utkan. ber-
dasarkan kuesioner dari
pihak sekolah, ada 426

siswa yang mengalami gejala

diare. Data ini masih bersifat
laporan awal dan sedang di-

-verifikasi lebih lanjut oleh
tim lapangan bersama dinas
kesehatan.

Hingga saat ini, tidak ter-
dapat laporan siswa yang
dirujuk atau dirawat di
fasilitas kesehatan akibat
dugaan kejadian tersebut.
“Keglatan belajar mengajar
(KBM) kemarin an nor-
mal, dan tidak ada kebifa-
kan pemulangan siswa lebih
awal,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana
‘Tugas Dinas Kesehatan DIY,
Akhmad Akhadi menerang-
kan pihaknya belum bisa
memastikan makanan yang
menjadi penyebab keracu-
nan. Menurut dia, jika terjadi
keracupan, maka seluruh
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KENDURI - Peserta aksi Kenduri Suara Ibu-berdiskusi di Bundaran UGM merespons kasus kera-

cunan MBG, Jumat (17/10).

keracunan massal akibat
menu MBG bukan sekadar
kecelakaan, tetapi menun-
Jjukkan sistem

Jadi

program perlu

sistem men-

erapkan sanksi tegas, ser-
ta

pangan yang rapuh. la me-
nilai, kejadian ini seharusn-
ya menjadi peringatan keras
bagi penyedia program, khu-
susnya pihak penyelengga-
ra penyedia pangan gratis
(SPPG). “Hukum Kkint ditun-
tut hadir, bukan sekadar
menyesal atau memberikan
‘omon-omon’ sanksi bagi
pihak yang lalai. Jika ada
unsur kelalaian dalam pen-

yang
patut diduga menjadi penye-
bab keracunan.
Dalam MBG yang dikon-
sumsi, Rabu (15/10) lalu,
ada dua jenis protein, yaitu

gadaan, atau
distribusi makanan, maka
penyelenggara atau vendor
Katering harus bisa dijerat
secara pidana maupun per-
data,” tegasnya.

Kamb: Pas-

makanan melalui standar
yang ketat. “Jika tiga hal
itu tetap diabaikan dan ka-
sus MBG beracun terus be-
rulang, maka sudah saatnya

ini dievaluasi total,
bahkan dihentikan,” ujar
Kamba. =~

Solidaritas

Massa Kenduri Suara [bu
Indonesia kembali meng-
gelar aksi damai di bund-
aran Universitas, Gadjah
Mada (UGM) pada Jumat
(17/10) untuk mendesak

penghentian program MBG. *

Berbeda dari aksi sebelumn-
ya, massa Kenduri SuaraTbu

“ayam dan tahu.
berisiko mengalami pen-
urunan kualitas jika waktu
penyimpanan ‘melebihi am-
bang, proses pengolahan,
cara mengolah dan menge-
mas yang kurang tepat.

Jogja Corruption Watch
(JCW) menilai, insiden ini
tidak bisa lagi dianggap se-
bagai kecelakaan biasa dan
mendesak agar publik serta
penegak hukum mengam-
bil langkah tegas. Deputi
Bidang Pengaduan Mas-
yarakat JCW, Baharuddin
Kamba, menegaskan bahwa
berulangnya kasus keracu-
nan dalam program MBG
merupakan tanda lemahnya
sistem pengawasan pangan
di DIY. “Ini bukan pertama
kalinya terjadi di Yogyakar-
ta, sehingga harus ada per-
tanggungjawaban - hukum
yang jelas. Niat baik pemer-
intah tidak cukup bila kea-
manan pangan acap kali

, diabaikan,” ujarnya, Jumat
(17/10).
Menurut Kamba, dugaan

amba
al 360 Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (KUHP)
dapat digunakan untuk
menjerat pihak yang lalai
hingga menyebabkan orang
lain sakit. Selain itu, Un-
dang-Undang Per

unjuk
rasa ini dalam bentuk di-
skusl. Mereka juga memba-
wa tikar masing-masing se-
bagai simbol solidaritas para
orang tua murid. “Tuntutan
kami hari ini tetap sama,
yaitu untuk

Konsumen juga memberi an-
caman pidana hingga lima ta-
hun penjara dan denda mak-
simal Rp2 miliar bagi pelaku
usaha yang tidak memenuhi
standar keamanan pangan.
Selain jalur pidana, pub-

program MBG yang sentral-
istik dan militaristik,” kata
koordinator aksi, Gernatiti,
+kepada awak media.s

Aksi Kali ini lebih kepada
diskusi dari perspektif orang
tua, akademisi dan komu-

tapt
dulu, tidak dievaluasi sambil
jalan,” sambung Gerna.

Desakan ini semakin
menguat seusai 400 leb
ih siswa di SMA Kota Yog-
yakarta mengalami gejala
keracunan ‘akibat men-
yantap menu MBG. Dia
berharap para orang tua
harus bergerak merespons
kejadian yang merugikan
akibat MBG dengan cara
melapor ke platform CE
LIOS. “Itu nanti dibuat
semudah mungkin untuk
diisi dan dilaporkan. Untuk
pelaporannya juga bebas.
Terutama yang mendapa-
tkan MBG. ya, bisa orang
tua, siswa, guru. Dan kera-
hasiaan difamin, jadi iden-
titas pelapor juga dijamin
kerahasiaannya dalam plat
Jform-nya,” tegas dia.

Gerna menyebut aksi
Kenduri Suara Ibu Indone-
sia ini merupakan yang ke-
tiga kalinya digelar. Namun
apabila pemerintah tak
kunjung merespons aksi
tersebut, tidak memutup
kemungkinan aksi lanjutan
akan dilaksanakan. “Kepri-
hatinan kami masih sama,
MBG ini tetap berlanjut

lik juga dapat
gugatan perdata, baik secara
individu maupun melalui
class action, apabila merasa
dirugikan, “Pasal 1365 KUH-
Perdata memberi ruang bagi
masyarakat untuk menun-
tut ganti rugi. Ini bukan ha-
nya hak, tapi juga cara un-

nitas independen Center of

Economic and Law Studies '

(CELIOS) yang merupakan
pusat kajian bersama den-
gan jaringan lain membuat
platform pemantauan secara
independen. “Nah, harapan
kami dari platform ini nanti
ogang tua atau siswa bisa

tul

jawab publik atas program
yang dibiayai uang negara,”
urai Kamba.

Meski demikian, JCW me-
nilai langkah hukum bukan
satu-satunya solusi. Pemer-
intah daerah dan penyedia

secara langsung
jika mengalami kondi-
si-kondisi yang tidak ideal
ketika mendapatkan MBG,”
ungkapnya. “Tetapi seruan
kami hari ini sama, kami
menginginkan supaya pro-
gram ini dihentikan untuk

pun sudah banyak
sekali kasus keracunan
Jadi selama pemerfntah ti
dak mendengarkan tuntut
an kami, kami masih akan
tetap melakukan kenduri,”
ujarnya

Gerna menyebut program
MBG benar-benar sentral-
istik. Karena penanggting-
Jjawabnya adalah pemerintah
pusat langsung. Jadi, pemer-
intah daerah tidak akan bisa
banyak berbuat jika kemu
dian mendapatkan komplain
dari para penerima MBG
tersebut. (maw/han/hda)

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Walikota

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pendidikan, Pemudadan

Olahraga

Netra

Biasa

Untuk Diketahui
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